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ABSTRAK

Pada Perbankan Syariah Indonesia, keabsahan operasionalisasi
produk bai” al-murabahah sendiri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan
ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan jika ba"i nya al murabahah
seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI, karena merupakan jual-beli.
Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya
sebagai ba"i murabahahnya adalaha bai" al-inah yang haram hukumnya, jual-
beli atas barang yang tidak ada pada seseorang (bai" al-ma“dum), atau dianggap
sebagai dua jual-beli dalam satu jual-beli (bai‘atani fi bai‘ah), dan bahkan
dianggap sebagai hilah untuk mengambil riba. Pada beberapa penelitian juga
ada yang mengkritik mengenai Ba®i Murabahah, diantaranya Abdullah Saeed
yang mengkritik produk bai” al-murabahah ini. Menurutnya, tidak terdapat
perbedaan yang substansial antara mark-up dengan bunga (financing). Jika
hukum Islam membolehkan bai® al-murabahah, mengapa bunga bank
konvensional dilarang. ( Muhsin, 2012).

Pada Penelitian ini metode penelitiannnya menggunakan deskriftifp
analisis, dan kajian teori pustaka. Dengan membandingkan antara Ayat-ayat
Algur*an. Hadist dan Fatwa MUI. Dengan Subjek Penelitian pada paktek atau
operasionalisasi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia di Tahun 2015.

Berdasarkan hasil Penelitian , Bai" al-murédbahah merupakan transaksi
jual beli dimana margin keuntungan telah disepakati di muka antara nasabah
(pembeli) dan pihak bank (penjual), kemudian disatukan dengan harga pokok
barang menjadi harga baru yang harus dibayar oleh nasabah (pembeli) bila
sudah jatuh tempo. Akad bai” al- murébahah di dalam praktik perbankan
syaritah  bukan termasuk bai” al-jinah, bai" al-ma"dim, bai‘atani  fi
bai“ah atau hilah untuk  mengambil riba. Dengan demikian, bai” al-
murabahah termasuk jual-beli yang dibolehkan, dengan kata lain, akad bai" al-
murabahah hukumnya sah (diperbolehkan).
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1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada Perbankan Syariah Indonesia, keabsahan operasionalisasi
produk bai” al-murabahah sendiri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan
ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan jika ba“i nya al murabahah
seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI, karena merupakan jual-beli.
Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya
sebagai ba"i murabahahnya adalaha bai" al-inah yang haram hukumnya, jual-
beli atas barang yang tidak ada pada seseorang (bai" al-ma“dum), atau dianggap
sebagai dua jual-beli dalam satu jual-beli (bai“atani fi bai‘ah), dan bahkan
dianggap sebagai hilah untuk mengambil riba. Pada beberapa penelitian juga
ada yang mengkritik mengenai Ba*i Murabahah, diantaranya Abdullah Saeed
yang mengkritik produk bai” al-murabahah ini. Menurutnya, tidak terdapat
perbedaan yang substansial antara mark-up dengan bunga (financing). Jika
hukum Islam membolehkan bai® al-murabahah, mengapa bunga bank
konvensional dilarang. ( Muhsin, 2012 )

Ada sebagian ulama yang Dberpandangan bahwa bai® al-
murabahah dalam praktik perbankan  syariah  merupakan hilah untuk
memperoleh riba atau menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh
bank konwvensional. Pada hakikatnya pembeli (nasabah) datang ke bank untuk
mendapatkan pinjaman uang, dan bank tidak membeli barang (aset) kecuali
dengan maksud untuk menjual barang kepada pembeli (nasabah) secara
kredit. (Abdul Manan,1997)

Hal tersebut kemungkinan didasarkan kepada anggapan bahwa
mekanisme penetapan harga (pricing) di dalam pembiayaanbai“ al-
murabahah menggunakan cara perhitungan yang sama dengan bank
konwvensional, yaitu dalam bentuk prosentase dari pembiayaan pertahun (% p.a).
Perbedaannya, di dalam bank konvensional, yang menjadi hutang nasabah

terdiri dari pinjaman pokok dan hutang bunga (biaya dalam prosentase
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pertahun) yang wajib dibayar oleh nasabah secara tetap selama pinjaman pokok
belum dilunasi. Demikian pula masih dimungkinkan adanya kenaikan suku
bunga tanpa harus ada persetujuan dari pihak nasabah sehingga jumlah margin
keuntungan menjadi tidak jelas karena tergantung kepada lamanya pembayaran
dan besarnya suku bunga yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu membahas Ba"i
Al-Murabahah ini dari berbagai Sumber Hukum Islam dan Pendapat Para Ahli
pada praktik di Perbankan Syariah dalam makalah ini, agar tidak salah dalam
memahami akad Ba“l Al-Murabahah atau yang dienal dengan produk
Murabahah ini.

1.2 Identifikasi Masalah
Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi

masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Akad bai” al- murabahah di dalam praktik perbankan syaritah
termasuk bai al-,inah, bai" al-ma“"dim, bai"atani fi bai“ah atau hilah ?.
2. Apakah Bai" al-murébahah termasuk jual-beli yang dibolehkan berdasarkan

Sumber Hukum Islam dan Pendapat para ahli ?

2. Kajian Pustaka
2.1. Bai Al-Murabahah berdasarkan Al-Qur’an

Ayat Al Quran :

S gy C9050T Y < i falr iy

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al
Bagarah: 275)
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

Dalam dua ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli
secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari
ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah,
dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandur unsur ribawi.

2.2. Bai Al-Murabahah berdasarkan Hadist

Sty ) sHia

£ cualind (Idessds 3

Srlg fpaca 9o ¢ U (e

“ Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqgi dan Ibnu Majah,
dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

“Nabi bersabda, ,Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara

tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”” (HR. lbnu Majah dari
Shuhaib).
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Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah
harus dilakukan dengan adanya Kkerelaan masing-masing pihak ketika

melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli
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murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme
pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak
nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak

2.3. Bai Al-Murabahah berdasarkan Ijma

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu
Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161;

Kaidah figh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamk annya.” ( Sri Nurhayati Wasilah, 2015)

2.4. Fatwa MUI No.40/DSN-MUI/1VV/2000

3. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Ba’i Al-Murabahah

Akad Bai" Al-Murabahah dalam Fiqih merupakan Jual-beli dalam
hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat
antara dua pihak untuk melakukan tukar-menukar suatu benda dengan benda
lain sebagai imbalan dengan memindahkan hak milik atas masing- masing benda
itu dari pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam hukum Islam, jual-beli
meliputi tukar menukar barang dengan barang (barter, bai" al-mugayadah),
uang dengan uang (as-sarf), dan uang dengan barang (bai" al-mutlaq).

Berdasarkan salah satu kategorinya, jual-beli dibedakan menjadi jual-beli tawar-
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menawar (bai" al-musawamah), dan jual-beli amanah/kepercayaan (bai" al-
amanabh).[1]

Jual-beli tawar-menawar (al-musawamah) adalah suatu bentuk jual-beli
yang dikenal dalam figih di mana pembeli tidak diberi tahu harga pokok barang
yang dibeli oleh penjual. Sedangkan jual-beli kepercayaan (al-amanah) adalah
suatu bentuk jual-beli di mana pembeli diberi tahu secara jujur harga pokok
barang. Dengan demikian, pembeli mengetahui besarnya keuntungan yang
diambil penjual. Adanya bentuk jual-beli jenis kedua ini dimaksudkan untuk
mempertegas penerapan nilai- nilai etika bisnis Islam yang menghendaki adanya
kejujuran sedemikian rupa dalam transaksi serta tidak membenarkan adanya
penipuan (garar) dalam bentuk apapun, sehingga suatu kebohongan semata
dianggap sebagai pengkhianatan dan penipuan Yyang berakibat dapat
dibatalkannya transaksi tersebut. Bahkan diam semata juga dapat dianggap
sebagai salah satu bentuk cacat kehendak (yaitu penipuan). Bentuk jual-beli ini
bertujuan untuk melindungi orang yang tidak berpengalaman dan kurang
informasi dalam transaksi, sehingga terhindar dari penipuan. Disebut jual-beli
kepercayan (bai" al-amanah), karena pembeli bersandar pada kejujuran penjual
semata tentang informasi harga barang yang dibelinya.[1]

Bai" al-murabahah tidak memiliki rujukan/referensi langsung dari al-
Qur*an dan Sunnah. Yang ada hanyalah referensi mengenai jual-beli dan
perdagangan. Jual-beli murabahah ini hanya dibahas dalam kitab-kitab figih dan
itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi
perbankan syariah agaknya menggunakan rujukan/dasar hukum jual-beli
sebagai rujukannya, karena mereka menganggap bahwa murabahah termasuk
jual-beli.[2]

Secara bahasa yaitu bahasa arab, murabahah berasal dari kata ribh yang
bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah,
konsep murabahah terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda
menurut pendapat para ulama (ahli). Diantaranya menurut Utsmani, pengertian

murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual
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memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit
yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya (Adiwarman Karim, 2001).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli,
penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang
tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. ( Syafi®l Antonio,
2001)

Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai Ba“i Al
murabahah. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalambai” al-
murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu :

1.  Mengetahui harga pokok

Dalam Ba"i Al- murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok/ harga
asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga
diperuntukkan untuk jual-beli at-tauliyyah dan al-wadi“ah.
2. Mengetahui keuntungan
Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin
keuntungan termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga
merupakan syarat sah jual-beli.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang,
baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya,
seperti dirham, dinar, dan lain-lain.[3]

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah
adalah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi dari
biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau
harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan
penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui
oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan

keuntungan yang diinginkan [3].

23


http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/akad-murabahah-dan-permasalahannya-dalam-praktik-perbankan-syariah-di-indonesia-2/#_ftn12

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat
dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Secara ringkas, dapat dikatakan
bahwa :

1. Keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus
dibayarkan kepada pihak ketiga.

2. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung
yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan
penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang
berguna.

3. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung
yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan
oleh pihak ketiga.

4. Keempat Mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak
langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-
hal yang berguna. [5]

5. Menurut Hanafiyah, penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada

barang karena cacat itu merupakan bagian dari harga barang tersebut.
Sementara jumhur ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat
barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat.[6] Penyembunyian
cacat barang atau tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap
sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak
(,aib min ,uyub al-iradah) yang berakibat pembeli diberi hak khiyar atau —
dalam bahasa hukum perdata Barat— pembeli diberi hak untuk minta
pembatalan atas jual-beli tersebut.
Ba“i Al- murabahah merupakan jual-beli amanah, karena pembeli
memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok
barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak
diperbolehkan berkhianat.[7] Allah telah berfirman :

P Osalgd aly i 3@&\0\3\?3 bssstis Jsuwd s i sty \ggei cgld\ \b@i\g ”]16[

24


http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/akad-murabahah-dan-permasalahannya-dalam-praktik-perbankan-syariah-di-indonesia-2/#_ftn13
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/akad-murabahah-dan-permasalahannya-dalam-praktik-perbankan-syariah-di-indonesia-2/#_ftn17
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/akad-murabahah-dan-permasalahannya-dalam-praktik-perbankan-syariah-di-indonesia-2/#_ftn15
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/akad-murabahah-dan-permasalahannya-dalam-praktik-perbankan-syariah-di-indonesia-2/#_ftn16

Berdasarkan ayat di atas, apabila terjadi jual-beli murabahah dan
terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada pembeli,

6. Ibn Juzai dari Mazhab Maliki mengatakan, “Tidak boleh ada penipuan jual-
belimurabahah dan jual-beli lainnya”. Termasuk penipuan adalah
menyembunyikan keadaan barang yang sebenarnya yang tidak diingini oleh
pembeli atau mengurangi minatnya terhadap barang tersebut.[8]

7. Apabila pengkhianatan terjadi dalam hal informasi cara memperoleh
barang, maka pembeli diberi hak khiyar untuk meneruskan atau
membatalkan akad tersebut. Atau dalam bahasa hukum perdata,
pengkhianatan ini merupakan suatu cacat kehendak dan memberikan hak
kepada pembeli untuk meminta pembatalan akad tersebut.

8. Apabila pengkhianatan terjadi mengenai harga pokok barang di mana
penjual menyatakan suatu harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya
yang ia bayar, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab
Hanafi. Menurut Abu Hanifah, pembeli boleh melakukan khiyar untuk
meneruskan jual-beli atau membatalkannya karena murabahah merupakan
akad jual-beli yang berdasarkan amanah.[9] Menurut Abu Yusuf (133-182
H), pembeli tidak mempunyai hak khiyar, melainkan berhak menurunkan
harga ke tingkat harga riil sesungguhnya yang dibayarkan oleh penjual
ketika membeli barang bersangkutan serta penurunan margin keuntungan
dalam prosentase yang sebanding dengan penurunan harga pokok barang.
[9]

9. Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah.[10] Sedangkan
mazhab Syafi*i dan Hambali sejalan dengan pendapat Abu Yusuf.[11]

3.2. Bai Al-Murabahah berdasarkan Sumbe r Hukum Islam

Setelah mengetahui mengenai pengertian murabahah, sekarang
pembahasan tentang landasan hukumnya. Jual beli dengan sistem murabahah
merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-

dalil yang terdapat dalam al qur*an, hadits ataupun ijma® ulama. Beberapa dalil
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yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah firman Allah
Swi:

Ayat Al Quran :

°‘ T ‘.“' -

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al
Bagarah: 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

Dalam dua ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli
secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari
ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah,
dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandur unsur ribawi.

Hadist :

oEld fpage sl g O (Dl

“ Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihagi dan lbnu Majah,
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dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
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“Nabi bersabda, ,Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara

tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”” (HR. Ibnu Majah dari
Shuhaib).

Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah
harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak Kketika
melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli
murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme
pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak

nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Sedangkan berdasarkan Fatwa MUI No.40/DSN-MUI/1V/2000, adalah
Al-Qur’an
1. Firman Allah QS. al-Nisa® : 29:
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil)
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”.
2. Firman Allah QS. al-Bagarah : 275:
"...Dan Allah telah menghalalk an jual beli dan mengharamkan riba...."
3. Firman Allah QS. al-Ma®idah: 1
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”
4. Firman Allah QS. al-Bagarah : 280:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai
ia berkelapangan...”
Hadis Nabi Muhammad SAW
5. Hadis Nabi SAW.:
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Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."
(HR. al-Baihagidan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ,,Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara
tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari
Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkk an yang haram; dan kaum
muslimin  terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamk an yang halal atau menghalalk an yang haram”

(HR. Tirmizidari ,Amr bin ,,Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama*ah:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah
suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa*i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:
“Menunda-nunda (pembayaran) vyang dilakukan oleh orang mampu
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat "Abd al-Razig dari Zaid bin Aslam:

“Rasulullah SAW. ditanya tentang , urban (uang muka) dalam jual beli, maka
beliau menghalalkannya.”

Ijma

11. Ijma" Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah
(Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161;
lihat pula al-Kasani, Bada"i as-Sana"i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkannya.”
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Berdasarka n uraian diatas MUI menetapkan Fatwanya sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1.
2.
3.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

Barang yangdiperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaritah Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengada kan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara

prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1.

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset
kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu
aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerima (membe li)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena
secara hukum janji tersebut

mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
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4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang
muka saat menandata ngani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membe li barang tersebut, biaya riil bank harus
dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak ,urbun sebagai alternatif dari uang muka,
maka
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekuranga nnya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewa jiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak
wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menye lesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la tidak boleh memperlambat

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
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Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian
utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari*ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawara h.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus
menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

kesepakata n.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, Bai" al-mur@bahah
merupakan transaksi jual beli dimana margin keuntungan telah disepakati di
muka antara nasabah (pembeli) dan pihak bank (penjual), kemudian disatukan
dengan harga pokok barang menjadi harga baru yang harus dibayar oleh
nasabah (pembeli) bila sudah jatuh tempo. Tidak diperkenankan adanya
kenaikan margin keuntungan setelah akad sehingga harganya jelas dan pasti.
Selain itu, di dalam bai" al-murabahah nasabah tidak mendapatkan uang tunai,
tetapi langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Di dalam perbankan syariah, margin keuntungan telah disepakati di
muka antara bank dan nasabah dan tidak diperkenankan adanya kenaikan
margin keuntungan. dan proses penetapan harga (pricing) jangan sampai
mengambil margin keuntungan yang terlalu tinggi sehingga selisih harga barang
yang dijual kepada nasabahnya tidak jauh berbeda dengan harga barang yang
dijual dalam bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam
menetapkan tambahan/tingkat laba dalam transaksi penjualan murabahah.

Pada kenyataannya, legitimasi transaksi penjualan murabahah atas dasar
suatu jumlah yang tidak menyesatkan/curang tidak menutup kemungkinan
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menetapkan harga penjualan jauh lebih tinggi dari pada biaya semula. Laba
yang tidak wajar dan berlebihan merupakan unsur riba yang dilarang oleh

Islam.[13]

3. Kesimpulan
Kesimpulan

Akad bai" al- murdbahah di dalam praktik perbankan syari®ah bukan

termasuk bai” al-,inah, bai* al-ma“"ddm, bai‘atani fi bai“ah atau hilah untuk
mengambil riba.
Dengan demikian, bai" al-murabahah termasuk jual-beli yang dibolehkan, yaitu
jual-beli barang dengan harga yang pasti (harga pokok plus margin keuntungan)
yang harus dibayar oleh pembeli (nasabah) pada saat jatuh tempo yang telah
ditentukan. Atau dengan kata lain, akad bai“ al-murdbahah hukumnya sah
(diperbolehkan), sedangkan yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama
(fugaha) adalah operasionalisasi akad bai" al-murdbahah menjadi sebuah
produk dalam praktik perbankan syari“ah selama transaksi murabahah tidak
mengandung garar dan riba serta maisir hukumnya boleh.

Sedangkan untuk meminimalisasi kesenjangan antara konsep dan praktik
dalam realitas, khususnya dalam produk murabahah, maka perbankan syari‘ah
harus benar-benar istigamah dalam menerapkan/merealisasikan produk-produk
yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada.
Oleh karena itu, penentuan besarnya mark-up dalam murabahah harus mengacu
pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang
menjalankan transaksi murabahah, bukan mengacu pada suku bunga dalam
bank konvensional.
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